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Sejarah Artikel: 
 

ABSTRACT 
Corruption is a crime that is included in the category of extraordinary crimes whose destructive 

power can be detrimental to various aspects. In the 2023 Criminal Code, which will be in effect 

in 2026, corruption has been regulated textually starting from the form of behavior to the threat 

of criminal sanctions, especially in articles 603-606 of the 2023 Criminal Code, which 

specifically regulates the chapter on criminal acts of corruption. In Islamic teachings 

themselves, some values are contained indirectly, referring to the prohibition of corrupt 

behavior, namely in the hadith narrated by Bukhari number 1739. The purpose of this study is 

to discuss the relationship between national law, namely articles 603-606 of the 2023 Criminal 

Code, which will be in effect later, with the values taught by Islam in the hadith narrated by 

Bukhari number 1739 concerning criminal acts of corruption. Through a normative legal 

approach and assisted by several primary and secondary sources, this study shows that there 

is relevance and conformity between articles 603-606 of the 2023 Criminal Code and the hadith 

narrated by Bukhari number 1739. The results of this study show that the national laws that 

will apply later and Islamic teachings have similarities in prohibiting criminal acts of 

corruption; the integration between the two is a strong commitment in efforts to avoid and 

eradicate corruption. 
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ABSTRAK 
Korupsi merupakan kejahatan yang termasuk pada kategori extra ordinary crime atau kejahatan 

luar biasa yang daya rusaknya dapat merugikan terhadap berbagai aspek.Dalam KUHP 2023 

yang akan berlaku pada tahun 2026 nanti, korupsi telah diatur secara tekstual mulai dari bentuk 

perilaku hingga ancaman pidana khususnya pada pasal 603-606 KUHP 2023 yang secara 

khusus mengatur bab tindak pidana korupsi.Dalam ajaran islam sendiri terdapat nilai yang 

terkandung secara tidak langsung merujuk pada larangan untuk  berbuat perilaku korupsi yakni 

terdapat pada hadits riwayat Bukhari nomor 1739.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membahas keterkaitan dan hubungan antara hukum nasional yakni pasal 603-606 KUHP 2023 

yang akan berlaku nanti dengan nilai-nilai yang diajarkan islam pada hadits riwayat Bukhari 

nomor 1739 mengenai tindak pidana korupsi.Melalui pendekatan yuridis normatif serta dengan 

dibantu oleh beberapa sumber primer dan sekunder, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

relevansi dan kesesuaian antara pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits riwayat Bukhari 

nomor 1739.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya hukum nasional yang berlaku nanti 

maupun ajaran islam memiliki kesamaan dalam melarang perilaku tindak pidana korupsi, 

integrasi antar keduanya merupakan komitmen kuat dalam upaya menghindari serta 
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memberantas korupsi. 
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PENDAHULUAN 

Tindakl pidana korupsil merupakan salahl satu bentukl tindak pidanal yang memilikil persoalan besarl 

dan dampakl serius terhadapl keberlangsungan hidupl masyarakat dalaml berbagai sektorl baik lsosial, 

lekonomi, lpolitik danl llain-lain. Di Indonesia sendiri, korupsi menjadil hal yangl sering dijumpail dalam 

kehidupanl lsehari-hari dalam berbagai sektor maupun lembaga baik di bidang Pendidikan, Kesehatan, 

Pembangunan dan lain-lain, sehingga korupsi telah menjadi isu yang kontroversial serta krusial.Korupsi 

memengaruhi kondisi Negara ke dalam keterpurukan serta kemunduran dalam skala besar yang menimbulkan 

krisis kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam masyarakat.Hal ini tentu 

harus ditangani secara preventif, represif dan kuratif.Indonesia memiliki hukuml yang mengaturl tindak 

pidanal korupsi untukl mengatasi isul tersebut salahl satunya dalaml Kitab lUndang-Undangl Hukum Pidanal 

(lKUHP) yangl didalamnya memuatl lpasal-pasall yang mengaturl tentang lkorupsi. 

Sebelum lebih jauh ke dalam, perlu diketahui bahwa hukum itu dinamis dan fleksibel oleh sebab itu 

hukum di Indonesia seringkali mengalami perubahan dan pembaruan Undang-Undang baikl itu lUndang-

Undangl yang beluml ada maupunl lUndang-Undangl yang adal lalu diperbaruil untukl menghadapi tantangan 

zaman.Proses ini membuka ruang bagi revisi dan pembaharuan hukum yang lebih modern sebagai respons 

terhadap kebutuhan dan kepentingan hukum akan masyarakat.Begitulah yang terjadi juga pada KUHP di 

Indonesia yang mengalami pembaruan berupa KUHP 2023 yang disahkan pada januari 2023 dan akan berlaku 

tahun 2026. Salahl satu idel dasar yangl diusung KUHPl baru menurutl Albert Ariesl adalah keseimbanganl 

antara unsurl perbuatan (actusl lreus) danl sikap batinl (mensl lrea) yangl mendasarkan filosofinyal pada aliranl 

nleoklasik. Olehl sebab itul KUHP barul telah didesainl menjadi hukuml pidana yangl jauh lebihl lmanusiawi. 

Sesuail dengan asasl “Lexl posterior derogatl legi lpriori” yangl bermakna hukuml yang barul 

mengesampingkan hukuml yang llama, artinyal KUHP 2023l mengesampingkan KUHPl lama yangl nantinya 

akanl menjadi acuanl utama dalaml menangani segalal hal mengenail lpidana. 

Selain Undang-Undang, salah satu sumber hukum formil di Indonesia adalah agama.Baik agama 

manapun  memiliki perintah dan larangan dengan maksud dan tujuan tertentu. Hal tersebut pun menjadi 

rujukan juga sebagai sumber hukum di Indonesia untuk menciptakan hukuml sebagai saranal kontrol sosiall 

ataul “Lawl as al tool ofl social lengineering” sebagaimanal lyang disampaikanl Roscoe lPound. Dalam 

konteks diatas, agama khususnya agama islam pun membahas perilaku tentang korupsi, salah satunya dalam 

Hadits Riwayat Bukhari nomor 1739 yang berisi larangan keras mengambil hak orang lain.Hal ini 

membuktikan bahwasannya islam sendiri telah membahas tentang korupsi lebih dahulu bahkan sebelum 

bangsa Indonesia merdeka dan mempunyai hukum yang mengatur perilaku tersebut. Namun, Walaupun sudah 

ada hukum yang mengatur tentang korupsi serta ancaman pidananya, korupsi sering kita jumpai pada 

kehidupan masyarakat.Tidak dapat dipungkiri bahwasannya berita di televisi bahkan media sosial manapun, 

korupsi selalu muncul dan menjadi headline sehingga masyarakat yang melihatnya sudah tidak terkejut lagi 

apabila berita tentang korupsi muncul lagi.Hal itu tentu menjadi “PR” bagi seluruh komponen masyarakat, 

baik pemerintah maupun masyarakat sendiri yang apabila tidak segera diperbaiki, maka kerusakan yang timbul 

akibat korupsi akan bertambah besar dan fatal.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan 

perilaku korupsi yang tercantum dalam pasal 603-606 KUHP 2023 dengan hadits islam khususnya HR.Bukhari 

No. 1739.Dengan membahas ini, diharapkan dapat mendapat pengetahuan dan wawasan baru terkait hubungan 

terhadap kedua sumber hukum tersebut untuk menciptakan tegaknya keadilan serta memperbaiki masalah yang 

terdapat pada sistem hukum untuk kualitas hukum kita yang lebih baik kedepannya. 
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METODE PENELITIAN 

Metodel penelitian yangl digunakan dalaml penelitian inil yaitu deskriptifl analisis denganl pendekatan 

yuridisl normatif untukl mengkaji tindakl pidana korupsil dalam pasall l603-606l KUHP l2023 (lbaru) sertal 

hadits riwayatl Bukhari nomorl l1739. Dalaml penelitian inil menggunakan sumberl data primerl dan 

lsekunder, yangl dimana sumberl data primerl diperoleh daril menelaah peraturanl lperundang-undanganl 

khususnya lperundang-undanganl yang mengaturl tentang tindakl pidana korupsil dan daril kitab haditsl 

lshahih yangl relevan denganl topik penelitianl serta sumberl data sekunderl yang diperolehl dari beberapal 

literatur sepertil lbuku,  ljurnal, lskripsi, lwebsite, tafsir hukum maupun hadits yang berhubungan dengan topik 

penelitian guna memperkuat pembahasan untuk menganalisis keterkaitanl antar dual sumber hukuml ltersebut. 

Teknikl yangl digunakanl lpadal penelitianl inil adalahl studi literaturl dengan mengumpulkanl datal 

menggunakan teknik analisis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam serta dapat 

menarik kesimpulan yang logis dan relevan. 

 Dalam memahami ayat Al-Quran maupun hadits, diperlukan pemahaman teks-teks tersebut dengan 

mempertimbangkan konteks historis dan metodologisnya. Menurutl Tajul lArifin, asbabl lal-nuzull (sebabl 

lturun) daril ayat lAl-Qur'anl harus dipertimbangkaln dengan lcermat. Dalaml memahami ayatl lAl-Quranl dan 

lhadits, laspek-aspekl yang berkaitanl dengan riwayahl dan ldirayah-nyal perlu untukl dipertimbangkan danl 

dianalisis denganl lcermat. Penafsiranl hukum islaml khususnya ayatl lAl-Quranl dan haditsl bertujuan 

mewujudkanl kemaslahatan ataul kemanfaatan dalaml kehidupan sebagaimanal yang dikehendakil lSyara’. 

Menurutl Tajul lArifin, keabsahanl suatu metodel yang akanl digunakan mempengaruhil kesimpulan yanlg 

dihasilkanl selamal metode tersebut mengaplikasikan epistimologi yang dibenarkan oleh jumhur ulama. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 603-606 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (2023) 

“In the most corrupt state, the greatest number of laws.Thus where corruption proliferates most, so do 

laws”, demikianlah postulat yang artinya dimana korupsi paling sering terjadi, maka hukum juga akan semakin 

banyak.Maraknya tindakl pidana korupsil yang tidakl hanya merugikanl lnegara, tetapil juga kondisil sosial 

danl ekonomi masyarakatl secara lluas, makal tindak pidanal korupsi dikategorikanl sebagai extral ordinary 

crimel atau kejahatanl luar lbiasa. Perlul diketahui bahwasannyal Indonesia telahl memiliki banyakl peraturan 

lperundang-undanganl yang mengaturl tindak pidanal korupsi ldiantaranya, lKUHP, lUndang-Undangl Nomor 

31l Tahun 1999l beserta revisinyal melalui lUndang-Undangl Nomor 20l tahun 2001l bahkan sudahl ada 

Komisil Pemberantasan Korupsil yang dibentukl berdasarkan lUndang-Undangl Nomor 30l Tahun l2002. 

Apabilalll ldicermati, tindakl pidana korupsil yang diaturl dalam KUHPl ini telahl diatur pulal dalam UUl 

Tipikor denganl tujuan untukl menyusun kodifikasil hukum pidanal ldengan menyatukanl perkembangan 

tindakl pidana yangl lberada diluarl lKUHP, sehinggal hukum pidanal pun menjadil tlerintegrasi. Selainl itu 

lpasal-pasall dalam korupsil dalam KUHPl juga bertujuanl untuk membangunl sistem hukuml pidana yangl 

terintegrasi denganl baik danl sesuai lasas, sebabl tindak pidanal korupsi yangl bersifat lexl specialis 

memerlukanl ltindak pidanal pokoknya yangl bersifat lexl lgeneralis. 

Dari beragam jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP 2023, korupsil merupakan salahl satu 

tindakl pidana yangl palingl disorot oleh masyarakat Indonesia.Hal tersebut merupakan bentuk kecemasan dan 

kekecewaan masyarakat akibat maraknya praktik korupsi yang meluas. Dalaml KUHP 2023l tindak pidanal 

korupsi secaral khusus diaturl dalam pasalll l603-606: 
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Pasall l603: Setiapl orang yangl secara melawanl hukum melakukanl perbuatan memperkayal diri lsendiri, 

orangl llain, ataul korporasi yangl merugikan keuntunganl negara atauul perekonomian lnegara, dipidanal 

dengan pidanal penjara seumurl hidup ataul pidana penjaral paling singkatl l2 (ldua) tahunl dan palinlg lama 

20l (dual lpuluh) tahunl dan pidanal denda palingl sedikit kategoril II danl paling banyakl kategori lVIl 

Pasall l604: Setiapl orang yanlg dengan tujuanl menguntungkan diril lsendiri, orangl llain, ataul korporasi 

menyalahgunakanl lkewenangan, lkesempatan, ataul lsarana yangl ada padanyal karena jabatanl atau 

kedudukaln yang merugikanl keuangan Negaral atau perekonomianl lNegara, dipidanal dengan pidanal penjara 

seumurl hidup ataul pidana penjaral paling singkatl l2 (ldua) tahuln dan palingl lama 20l (dula lpuluh) tahuln 

dan pidanal denda palingl sedikit kategoril II danl paling banyakl kategori lVI. 

lPasal l605: (l1) Dipidanal dengan pidanal penjara palingl singkat 1l (lsatu) tahunl dan palingl lama 5l (llima) 

tahunl dan pidanal denda palingl sedikit kategoril III danl paling banyakl kategori lV, Setiapl Orang lyang: 

a. lmemberil atau menjanjikanl sesuatu kepadal pegawai negeril atau penyelenggaral negara dengaln 

maksud supayal pegawai negeril atau penyelenggaral negara tersebutl berbuat ataul tidak berbuatl 

sesuatu dalaml ljabatannya, yangl bertentangan denganl lkewajibannya; atau 

b. memberill sesuatu kepadal pegawai negerli atau penyelenggaral negara karenal atau berhubunganl 

dengan sesuatul yang bertentanganl dengan lkewajiban, yangl dilakukan ataul tidak dilakukanl dalam 

ljabatannya. l 

(2) Pegawail negeri ataul penyelenggara negaral yang menerimal pemberian ataul janji sebagaimanall 

dimaksud padla ayatl (ll), dipidanal dengan pidanal penjara palingl singkat 1l (lsatu) tahunl dan palingl lama 

6l (lenam) tahunl dan pidanal denda palingl sedikit kategoril III danl paling banyakl kategori lV. 

Pasall l606: (l1) Setiapl Orang yangl memberikan hadiahl atau janjil kepada pegawail negeri atalu 

penyelenggara negaral dengan mengingalt kekuasaan ataul wewenang yangl lmelekat padal jabatan ataul 

lkedudukannya, ataul oleh pemberil hadiah ataul janji dianggapl melekat padal jabatan atalu kedudukan 

ltersebut, dipidanal dengan pidanal penjara palingl lama 3l (tliga) tahuln dan pidanal denda palingl banyak 

kategoril lIV . 

(l2) Pegawali negeri ataul penyelenggara negaral yang menerimal hadiah ataul janji sebagaimanal dimaksud 

padal ayat (1l), dipidanal dengan pidanal penjara palingl lama 4l (lempat) tahunl dan pidanal denda palingl  

banyak kategoril lIV. 

Dalam Bab Tindakl Pidanal Khusus pada KUHP baru, ada beberapa kejahatan inti (core crimes) tentang 

tindakl pidana lkorupsi, yaitu: 

a. Perbuatanl melawan hukuml melakukan perbuataln memperkaya diril lsendiri, orangl llain, ataul 

korporasi yangl merugikan keuanganl negara ataul perekonomian lnegara; 

b. Menguntungkanl diri lsendiri, orangl llain, ataul korporasi menyalahgunakanl lkewenangan, 

lkesempatan, ataul sarana yangl ada padanyal karena jabatanl atau kedudukanl yang merugikanl 

keuangan negaral atau perekonomianl lnegara; 

c. Memberil atau menjanjikanl sesuatu kepadal pegawai negeril atau penyelenggaral negara denganl 

maksud supayal pegawai negeril atau penyelenggaral negara tersebutl berbuat ataul tidak berbualt 

sesuatu dalaml jabatannya yangl bertentangan denganl lkewajibannya; 

d. Memberil sesuatu kepadal pegawai negeril atau penyelenggaral negara karenal latau berhubunganl 

dengan sesuatul yang bertentanganl dengan lkewajiban, yangl dilakukan ataul tidak dilakukanl dalaml 

ljabatannya; 

e. Pegawail negeri ataul penyelenggara negaral yang menerimal pemberian ataul ljanji; 
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f. Memberikanl hadiah ataul janji kepadal pegawai negeril atau penyelenggaral negara denganl 

mengingat kekuasaaln atau wewenangl yang melekatl pada jabatanl atau lkedudukannya, ataul oleh 

pemberil hadiah ataul janji dianggapl melekat padal jabatan ataul kedudukan ltersebut; 

g. Pegawail negeri ataul penyelenggara negaral yang menerimal hadiah ataul ljanji. 

Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya perilaku tindak pidana korupsi banyak macamnya mulai dari 

memperkaya diri sendiri, memberi suap, dan menerima suap.Perilaku-perilaku tersebut merugikan keuangan 

negara dan merupakan kejahatan inti yang luar biasa karena memiliki skala kerusakan yang signifikan. 

Tindak pidana korupsi merupakan salalh satu kejahatanl yang termasulk extra ordinaryl crime ataul 

kejahatan luarl lbiasa. Kejahatanl luar biasal ini dapatl dijelaskan sebagail kategori kejahatanl yang memberil 

dampak negatifl secara besarl terhadap peradabanl manusia yangl berdampak padal berbagai aspekl kehidupan 

lmanusia, termasukl aspek lsosial, lekonomi, lpolitik, lhukum, budayal dan llain-llain. Menurutl Eddy lO.S. 

Hiariejl setidaknya terdapatl 4 sifatl dan karakteristikl dalam tindakl pidana korupsil yang membuatnyal layak 

dikategorikanl sebagai jenisl kejahatan lualr lbiasa, lyaitu: 

a. Korupsil merupakan kejahatanl yang dilakukanl secara terorganisirl dengan strukturl yang lsistematis; 

b. Tindakl pidana korupsil seringkalil melibatkanl modus operandil yang rumitl dan sulitl untuk 

ldiungkapkan, sehinggal pembuktian korupsil menjadi lsulit; 

c. Korupsil selalu memilikil hubungan denganl perolehan lkekuasaan, dimanal para pelakul korupsi 

seringkalil menggunakan jabatanl atau posisil mereka untukl mencapai tujuanl lkoruptif; 

d. Kejahatanl korupsi memilikill dampak yangl merata padal berbagai lpihak, karenla merugikan 

keuangaln Negara yangl seharusnya dapatl digunakan untukl meningkatkan kesejahteraanl 

masyarakat secarla lkeseluruhan. 

Meskipun tindak pidana korupsi termasuk extra ordinary crime, status tersebut berpotensi hilang.Hal ini 

dikarenakan pengaturanl tindak pidanal korupsi dalaml KUHP bertujuanl untuk mendekolonisasil melalui 

rekodifikasil lsebagian. lNamun, terjadli rekodifikasi menyeluruhl karena terjadil perubahan mendasalr 

termasuk dalaml aspek filosofil hukuman menujul arah filosofil lnon-lhukuman. Meskipun kebijakan 

rekodifikasi dilakukan secara terbuka, perubahan beberapa delik tidak memberikan efek jera.Terdapat 

beberapa pasal yang meringankan hukuman bagi pelaku korupsi, seperti pada pasal 603 KUHP menggantikan 

pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, hukuman minimal diturunkan dari 4 tahun menjadi 2 tahun, Pasal 606 KUHP 

yang menggantikan pasal 2 UU Tipikor, hukuman diperingan dengan maksimal 3 tahun penjara, denda Rp. 

200.000.000 (Kategori IV).Walaupun ada pasall yang menaikkanl hukuman lminimal, sepertil pada pasall 604 

KUHPl yang menggantikaln pasal l3 UU Tipikorl dari 1l tahun menjadil minimal 2l ltahun, hall ini tidakl 

sebanding denganl subjek yangl diatur yaitul pejabat lpublik. KUHP baru menurunkan denda dan tidak 

mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti, hal ini dapat memperlemah efektivitas pemberantasan 

korupsi.Beberapa kritikus berpendapat bahwa KUHP ini tidak memberikan efek jera yang memadai, 

kurangnya pengawasan ketat dan tidak adanya konsekuensi serius bagi pelaku, penerapan sanksi yang sering 

tidak konsisten dan dipengaruhi faktor-faktor (diskriminasi), dan lemahnya nilai-nilai anti korupsi yang 

menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat.Sebagian masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap 

efektivitas perubahan pada pasal ini.Mereka menganggap bahwa penegakkan hukum yang lemah hanya akan 

membawa perubahan hukum tanpa reformasi yang mendalam dan hanya akan menghasilkan peraturan di atas 

kertas tanpa dampak apapun.Dapat disimpulkan bahwa kontroversi pasal mengenai tindak pidana korupsi 

dalam KUHP baru menimbulkan debat tentang kesesuaian dan keadilan penerapan sanksi yang lebih 

berat.Masyarakat secara umum menginginkan bahwasannya perubahan ini diimplementasikan dengan adil dan 

konsisten untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi.  
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Di satu sisi, Ketentuan baru dalam KUHP baru mengenai penegakan Undang Undang anti-korupsi 

dianggap sebagai langkah maju/progresif karena akan meningkatkanl kepercayaan masyarakatl terhadap 

upayal pemerintah dalaml memberantas korupsli dan memperkuatl tata kelola pemerintahan yang 

efektif.Banyak anggota malsyarakat yang mendukung perubahan pasal ini karena mereka melihatnya sebagai 

langkah maju dalam memberantas tindak pidana korupsi.Mereka berharap sanksi yang lebih berat serta aturan 

yang lebih ketat akan mengurangi tingkat.korupsi dan meningkatkan akuntabilitas di berbagai 

sektor.Masyarakat menginginkan sejak lama reformasi hukum yang lebih tegas dan jelas dalam pemberantasan 

tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mencapai efek jera yang lebih kuat, mencegah praktik korupsi, dan 

meningkatkanl kepercayaan masyarakatl terhadap upayal pemerintah dalaml memberantas korupsil dan 

memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.Penyelesaian kontroversi ini memerlukan evaluasi 

menyeluruh terhadap efektivitas penegakkan hukum dalam pemberantasan korupsi dan penyesuaian lebih 

lanjut terhadap ancaman sanksi terhadap tindak pidana korupsi, dengan mempertimbangkan skala kerugian 

dan akibat yang ditimbulkan. 

Efektivitas penegakanl hukum dil Indonesia terhadapl pemberantasan tindakl pidana korupsil ditentukan 

oleh berbagai faktor mulai dari kualitas materi hukum sebagai kepastian hukumnya, kualitas aparat penegak 

hukumnya, koordinasi antar lembaga serta sanksi yang tegas.KUHP baru berpotensi memperbaiki bagian 

materi hukumnya, namun keberhasilannya bergantung pada implementasi di lapangan.Diperlukan kebijakan-

kebijakan untuk mengoptimalkan efektivitas KUHP baru ini, terutama dalam konteks tindak pidana korupsi 

ini. 

a. Peningkatan Kepastian Hukum 

Kepastian hukum mencakup kejelasan aturan yang berlaku serta konsistensi 

penerapannya.Saat ini muncul potensi tumpang tindih antara KUHP baru dan UU Tipikor.Meski 

KUHP 2023 mengatur tindak pidana korupsi, UU Tipikor sebagai Lex specialis belum dicabut 

secara eksplisit.Menurut asas hukum, apabila terdapat Lex generalis baru yang bertentangan 

dengan Lex specialis lama, maka Lex specialis yang lebih dahulu tetap berlaku kecuali Undang-

Undang baru tersebut dengan tegas mencabut yang lama.Artinya, dalam keadaan sekarang 

ketentuan UU Tipikor semestinya masih dijadikan acuan utama.Agar kepastian hukum terjamin, 

pemerintah perlu memperjelas hubungan kedua aturan ini.Kepastian hukum juga menuntut 

konsistensi dalam putusan pengadilan, penelitian menunjukkan bahwa beberapa putusan 

pengadilan korupsi sering menjatuhkan hukuman dibawah batas minimum yang diterapkan 

Undang-Undang yang menimbulkan kontroversi di masyarakat.Hal ini jelas bertentangan dengan 

tujuan kepastian hukum, oleh sebab itu optimalisasi implementasi KUHP harus memastikan tidak 

ada celah bagi penegak hukum untuk menjatuhkan vonis dibawah ketentuan minimum.Dengan 

aturan yang jelas dan penerapan yang konsisten, maka kepastian hukum dalam penegakkan tindak 

pidana korupsi akan terwujud. 

b. Independensi dan Koordinasi Lembaga Penegak Hukum 

Lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan Agung sangat penting 

dalam efektivitas penegakkan hukum.Lembaga-lembaga tersebut harus berjalan tanpa intervensi 

ataupun kepentingan tertentu.Koordinasi pun penting untuk menghindari tumpang tindih 

kewenangan dan memastikan proses penegakkan hukum berjalan lancar. 

c. Penerapan Hukuman yang Memberikan Efek Jera 

Penerapan hukuman yang berat dan seragam terhadap pelaku korupsi akan memberi efek jera 

dan menghentikan terulangnya kejadian tersebut.Ketegasan hakim maupun lembaga penegak 
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hukum lainnya dalam menindak kasus tersebut akan memberikan suatu gertakan agar masyarakat 

yang hendak melakukan tindak pidana korupsi mengurungkan niatnya. 

d. Keterbukaan Informasi dan Transparansi 

Keterbukaan akses terhadap informasi dan transparansi mengenai proses penegakkan hukum 

dalam tindak pidana korupsi dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam masyarakat.Semakin 

transparan dan akuntabilitas, maka akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. 

e. Intervensi Politik 

Intervensi politik dapat  menghambat independensi lembaga-lembaga penegak hukum dan 

menyebabkan kasus korupsi tidak objektif.Kepentingan-kepentingan politik seringkali 

mengintervensi berjalannya penegakan hukum sehingga terjadi diskriminasi dalam menyelesaikan 

suatu perkara.Diperlukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan integritas khususnya pada 

aparat penegak hukum dan masyarakat. 

Begitulah pembahasan mengenail tindak pidanal korupsil dalam pasal 603-606 KUHP 2023 yang 

terdapat  kontroversi antara pasal lama dan pasal baru pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum 

yang muncul karena perbedaan pendapat dan pro-kontra terkait pasal-pasal ltersebut. Pihakl yang prlo dengan 

perubahanl ini berpendapatl bahwal sanksi yang lebih berat dapat memberikan dampak besar bagi 

pemberantasan dan mengurangi angka korupsi di Indonesia. Namun, pihak yang kontra beranggapan bahwa 

perubahan ini berlebihan dan dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama hukuman atau vonis bagi pelaku 

korupsi yang berkurang.Isi dalam pasal-pasal KUHPl baru lebihl menekankan padal perlindungan hakl asasi 

manusial dan keadilanl restorativel (restorativel ljustice) yangl bertujuan untukl memulihkan hubunganl 

lantara lpelaku, lkorban, danl lmasyarakat. KUHPl baru jugal menegaskan asasllll “nulluml crimen sinel llege” 

yangl artinya seseorangl hanya dapatl dipidana berdasarkaln lUndang-Undangl yang telahl ada sebelumnyal 

dan asasl proporsionalitas yangl menekankan bahwal hukuman harusl sebanding denganl perbuatan lpelaku. 

KUHPl baru inil diharapkan dapatl memberikan fondasil hukum yangl lebih kuatl dan komprehensifl untuk 

menghadapil berbagai bentukl tindak pidanal yang barul serta menjawabl ltantangan-tantanganl yang akanl 

ldihadapi olehl sistem hukuml pidana dil Indonesia nantinyal untuk menciptakanl sistem hukuml yang lebihl 

ladil, lresponsif, danl manusiawi terhadapl perkembangan zamanl yang ldinamis. 

 

Korupsi dalam Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739 

حَدَّثنَاَ فضَُيۡلُ بۡنُ غَزۡوَانَ: حَدَّثنَاَ عِكۡرِمَةُ، عَنِ ابۡنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ  حَدَّثنَاَ عَلِيُّ بۡنُ عَبۡدِ اللهِ: حَدَّثنَيِ يَحۡيىَ بۡنُ سَعِيدٍ:  – ١٧٣٩ 

ذاَ؟(  عَنۡهُمَا: أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ النَّاسَ يَوۡمَ ال ذاَ؟( قاَلوُا: بلَدٌَ حَرَامٌ،  نَّحۡرِ فقَاَلَ: )ياَ أيَُّهَا النَّاسُ أيَُّ يَوۡمٍ هََٰ قاَلوُا: يَوۡمٌ حَرَامٌ، قاَلَ: )فأَيَُّ بلَدٍَ هَٰ

ذاَ؟( قاَلوُا: شَهۡرٌ حَرَامٌ، قاَلَ: )فَ  ذاَ، فيِ إنَِّ دِمَاءَكُمۡ، وَأمَۡوَالكَُمۡ، وَأعَۡرَاضَ قاَلَ: )فأَيَُّ شَهۡرٍ هَٰ ذاَ، فيِ بلَدَِكُمۡ هَٰ كُمۡ. عَلَيۡكُمۡ حَرَامٌ، كَحُرۡمَةِ يَوۡمِكُمۡ هَٰ

ذاَ(. فأَعََادهََا مِرَارًا، ثمَُّ رَفعََ رَأۡسَهُ فقَاَلَ: )اللّٰهُمَّ هَلۡ بلََّغۡتُ؟ اللّٰهُمَّ هَلۡ بلََّغۡتُ  وَالَّذِي نفَۡسِي بِيدَِهِ، ؟( قاَلَ ابۡنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنۡهُمَا: فَ شَهۡرِكُمۡ هَٰ

تِهِ: )فلَۡيبُۡلِغِ الشَّاهِدُ الۡغاَئِبَ، لََ ترَۡجِعوُا بعَۡدِي كُفَّارًا يَضۡرِبُ بعَۡضُ  كُمۡ رِقاَبَ بعَۡضٍ(. إِنَّهَا لَوَصِيَّتهُُ إلِىَ أمَُّ  

[.٧٠٧٩طرفه في:  – ١٧٣٩]الحديث   

l1739. Alil bin Abdullahl telah memberitahukanl kepada lkami, Yahyal bin Saidl telah memberitahukanl 

lkepadaku, Fudhaill bin Ghazwanl telah memberitahukanl kepada lkami, Ikrimahl telah memberitahukanl 

kepada lkami, daril Ibnu Abbasl Radhiyallahu Anhumal bahwasanya Rasulullahl Shallallahu Alaihil wa 

Sallaml menyampaikan khutbahl pada haril lNahar. Beliaul lbertanya, “Wahail manusia lsekalian! Haril 

apakah lini?” Merekal llmenjawab, “Haril yang ldiharamkan.” “Negeril apakah negerli lini?” tanyalll 

beliau llagi. Merekall lmenjawab, "Negeril yang ldiharamkan.” Beliaul kembalil bertanya “Bulan apakah 

bulan ini?” Mereka menjawab, “Bulan yang diharamkan.” Nabil lbersabda, “Sesungguhnyal ldarah, 

hartal dan kehormatanl kalian diharamkanl atas lkalian. Sepertil keharaman haril kalian lini, dli negeri 
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kalianl ini danl pada bulanl kalian lini.” Beliaul mengulangil ucapannyal inil hinggal beberapal llkali. 

Kemudianll beliau menengadahkanl kepalanya kel langit lalul lmengucapkan, “Yal lAllah, apakahl telah 

akul lsampaikan? Yal lAllah, apakahl telah akul lsampaikan?” Ibnull Abbas Radhiyallahlu Anhuma 

lberkata, “Demlil lAllah yangll jiwaku beradall di lltangan-Nya, sesungguhnyal itu merupakanl wasiat 

beliaul kepada lumatnya.” “Makla hendaklah yangl hadir menyampaikanl kepada yangl tidak lhadir! 

Janganlahl kalian kembalil sepeninggalku dalaml keadaan lkafir, sebagianl kalian menumpahkanl darah 

sebagianl yang llain.” 

 Begitulah bunyi dari haditsl riwayat Bukhari nomor 1739 yang mengandung beberapa makna yang 

tersirat dan perlu dicermati atau dianalisis dengan seksama untuk mengambil bahasan dari hadits 

tersebut.Hadits ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat khutbah terakhir beliau pada hari 

nahr (10 Dzulhijjah) tahun 10 Hijriah saat haji wada’ di Mina.Pada kesempatan tersebut, beliau 

menyampaikan di depan 100.000 mengenai persatuan dan keharmonisan umat islam.Hadits ini memiliki 

syarah (suatu kitabl yang ditulisl oleh ulamal sebagai komentarl atau penjelasanl terhadap suatul kitabl 

ltertentu) yangl berisi maknal sehubungan denganl perkataan Nabil SAWl "Dalaml keadaan lkafir" bahwal 

apabila merekal melakukannya denganl beranggapan bahwal perkara tersebutll ldihalalkan, makal 

perbuatan tersebutl merupakan kufrunl akbarl (kekufuranl yang lbesar). Sedangkanl jika merekal 

melakukannya karenal lfanatisme, ataul melakukan penakwilanl dan yangl semisalnya makla perbuatan itul 

merupakan kufruln ashglurl (kekufuranl yang lkecil). Selamal tidak didapatil lhal-hall yang menetapkanl 

bahwasanya perkaral itu merupakanl kufrun lakbar. 

 Kondisi pada saat itu, islam sudah berkembang pesat dan tersebar luas di Jazirah Arab.Namun 

kondisi sosiologis masyarakat arab tersebut belum sepenuhnya tentram.Banyak penduduknya belum 

sepenuhnya memahami dan mengamalkan nilai-nilai islam, terlebih sebelum islam datang, masyarakat 

Arab sangat kental dengan budaya kesukuan.Oleh sebab itu masih terdapat banyak kekerasan dan konflik 

antar suku serta perampasan harta antar kabilah yang membuat Kebudayaan mereka tidak berkembang. 

Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadits tersebut bukan sekedar nasihat biasa, namun sebagai bagian 

dari khutbah perpisahan.Tujuan-tujuan yang bisa disimpulkan dari khutbah beliau antara lain menekankan 

bahwasannya dalam islam darah, harta, dan kehormatan seseorang tidak boleh dilanggar dalam bentuk 

apapun untuk menjunjung tinggi hak hidup dan martabat manusia.Selain itu beliau menanamkan kesadaran 

agar pondasi masyarakat islam berdiri tegak dengan adil, damai, dan saling menghormati. Hadits tersebut 

berkaitan dengan topik yang dibahas, yaitu korupsi.Hadits ini bisa dijadikan rujukan atau sumber untuk 

memahami bahwasannya terdapat hadits islam yang membahas mengenai larangan melakukan korupsi 

walaupun tidak dijelaskan secara rinci dan perlu memahami alasan historis, filosofis, dan sosiologis 

mengapa hadits tersebut turun serta menalar secara logis dan rasional terhadap hubungannya dengan situasi 

pada saat ini.Nilai inti yang bisa diambil dari hadits tersebut adalah menentang praktik korupsi, karena 

korupsi adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap darah, harta, dan kehormatan orang lain. 

 Korupsi dalam pandangan islam terdapat beberapa bentuk yang dikenali melalui Quran, hadits dan 

para sahabat.Diantaranya Risywah (suap), Ghulul (Penggelapan Harta Negara/Publik), Khiyanah 

(Pelanggaran Amanah), Saraqah (Pencurian dalam Bentuk Tersembunyi).Meskipun dari hadits diatas tidak 

disebutkan salah satu dari bentuk tersebut, namun isi dan nilai dari bunyi hadits tersebut memiliki makna 

dan pesan moral terhadap kesucian harta dan larangan mengambil harta orang lain termasuk harta 

publik.Imam Al-Ghazali, salah satu ulama besar dunia, banyak memberi nasihat yang isinya menekankan 

terhadap pentingnya nilai tanggung jawab, keadilan, dan integritas.Salah satunya mengenai nasihat untuk 

menghindari korupsi dan penyuapan, Imam Al-Ghazali menulis yang apabila diterjemahkan artinya adalah: 
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 “Suap merusak peradilan dan menghancurkan sendi-sendi Negara” (Kitab Nasihat al-Muluk) 

 Imam Al-Ghazali menekankan kepada lembaga penegak keadilan untuk mengutuk penyuapan dan 

korupsi untuk menghindari rusaknya sistem peradilan yang akan berdampak besar pada transparansi, 

akuntabilitas, serta stabilitas dalam pemerintahan. Hadits riwayat Bukhari nomor 1739 ini memiliki 

beberapa makna yang mirip dengan hadits ataupun pendapat ulama-ulama lain mengenai korupsi, artinya  

perilaku korupsi tidak dibenarkan dan dilarang dalam agama islam.Hadits ini menekankan kehormatan 

sesama muslim memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam islam.Rasulullah SAW menegaskan 

pentingnya menjaga hak-hak sesama muslim, termasuk pada harta, darah, dan kehormatan yang dijelaskan 

pada hadits tersebut.Dalam hadits ini meskipun tidak menyebut diksi “korupsi” secara eksplisit, Namun 

memiliki makna yang jika ditelaah secara mendalam dapat relevan dengan fenomena korupsi yang terjadi 

sekarang dengan berbagai bentuk. 

 

Relevansi antara Pasal 603-606 KUHP 2023 dengan Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739 

 Ajaran islam sangat mengecam perilaku korupsi dalam bentuk apapun yang pada hakikatnya 

merugikan banyak orang. Hadits tidak secara khusus membahas "korupsi" dalam konteks kontemporer 

seperi hadist riwayat Bukhari no. 1739, tetapi prinsip dan nilai Islam yang terkandung di dalamnya 

membawa pesan relevan untuk melawan tindakan korupsi saat ini. Nilai-nilai Islam yang terkandung 

tersebut mendorong keadilan, kejujuran, dan integritas bertentangan dengan perilaku korupsi.Nilai-nilai 

tersebut sejalan dengan KUHP 2023 tepatnya pada pasal 603-606 yang membahas tindak pidana 

korupsi.KUHP 2023 merupakan modernisasi dari hukum lama warisan kolonial Belanda yang telah 

disesuaikan dengan kondisi realitas yang disesuaikan faktor sosiologis, filosofis dan yuridis pada kehidupan 

sehari-hari masyarakat agar hukum tersebut dapat diterima dan berjalan dengan efektif di 

masyarakat.Artinya, meskipun hadits riwayat Bukhari nomor 1739 tersebut telah ada jauh sebelum 

Indonesia terbentuk dan memiliki hukum nasionalnya sendiri, nilai-nilai yang terkandung dalam hadits 

tersebut sesuai dan relevan dengan fenomena korupsi yang sering ditemukan pada kehidupan sosial 

masyarakat Indonesia saat ini.Terdapat kesamaan nilai-nilai yang terkandung antara pasal 603-606 KUHP 

2023 dengan hadits riwayat Bukhari nomor 1739 yakni menjaga harta orang lain, menjaga kehormatan 

manusia, pencegahan ketidakadilan dan kepastian hukum. 

 Pasal 603–606 KUHP 2023 melarang tindakan memperkaya diri secara tidak sah, 

menyalahgunakan jabatan, dan menerima atau memberi suap dengan cara merugikan keuangan negara dan 

masyarakat. Pasal 604 dan 606 KUHP berbicara tentang penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang 

menyangkut kepercayaan dan amanah dari masyarakat kepada pejabat publik yang berwenang. KUHP 2023 

menindak pelaku korupsi dengan ancaman pidana yang telah diatur dalam pasalnya karena korupsi adalah 

bentuk penindasan terhadap rakyat, anggaran publik yang seharusnya untuk kemaslahatan kepentingan 

masyarakat banyak digunakan untuk kepentingan pribadi. KUHP 2023 memberikan sanksi tegas (pidana 

penjara dan denda) kepada para pelaku tindak pidana korupsi tersebut.Begitu pula di hadits riwayat Bukhari 

nomor 1739, meskipun tidak secara tekstual dan rinci mengatur hal tersebut seperti KUHP 2023.Hadits 

riwayat Bukhari nomor 1739 menegaskan bahwa harta orang lain adalah haram (dilarang) untuk diambil 

secara tidak sah. Nabi SAW bersabda: 

“Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian, seperti haramnya hari ini, 

bulan ini, dan negeri ini.” (Hadits Riwayat Bukhari Nomor 1739) 

Hadits tersebut menyebut bahwa kehormatan manusia adalah sesuatu yang sakral (haram dilanggar), 

sejajar dengan darah dan harta. Hadits Nabi mengajarkan agar tidak menzalimi sesama Muslim, termasuk 
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dengan mengambil hak mereka. Hadits Nabi yang disampaikan dalam konteks khutbah ini juga berisi 

larangan dan peringatan keras yang bernada hukum moral untuk tidak menyentuh bahkan mengambil hak 

orang lain.Keduanya saling mengisi dan melengkapi, jika KUHP 2023 bertujuan menegakkan keadilan dan 

ketertiban dengan fokus perlindungan masyarakat menggunakan pendekatan legalistik, maka hadits ini 

bertujuan pada keadilan dan ridha Allah SWT dengan fokus pada pemurnian jiwa dengan pendekatan moral 

dan spiritual. 

 

 

KESIMPULAN 

 Tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur pada pasal 603-606 KUHP 2023 merupakan 

komitmen kuat untuk mereformasi hukum nasional dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana korupsi 

di Indonesia.Pasal 603-606 KUHP 2023 memberikan jaminan dan kepastian hukum untuk mengatur 

ketentuan-ketentuan dalam tindak pidana korupsi yang terdapat pada pasal 603, 604, 605, dan 606.Dalam 

pasal-pasal tersebut terpampang jelas beberapa bentuk tindak pidana korupsi serta ancaman pidananya diatur 

sesuai dengan tantangan zaman yang dinamis.Tindak pidana korupsi merupakan extra ordinary crime atau 

kejahatan luar biasa dikarenakan dampaknya yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dalam 

skala yang besar, sehingga pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi menjadi pasal-pasal yang disorot oleh 

publik.Walaupun terdapat pro-kontra dalam masyarakat terkait perubahan pasal  tersebut, pembaruan pasal 

tersebut tetap akan berlaku nantinya.Dengan diperkenalkannya pandangan dalam KUHP 2023, dapat dikatakan 

KUHP 2023 berupaya menegakkan prinsip keadilan dengan lebih mengutamakan kemanfaatan daripada 

pembalasan, khususnya dalam bab tindak pidana korupsi. 

 Nilai-nilai yang terkandung pada pasal tersebut memiliki relevansi kuat dengan ajaran islam, 

khususnya dalam hadits riwayat Bukhari nomor 1739, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang 

untuk merampas darah, harta, dan kehormatan orang lain.Dalam islam, korupsi bukan saja dipandang sebagai 

pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai dosa besar yang merusak moral serta nilai kejujuran dan 

keadilan.Dengan demikian, Hukum nasional yang akan berlaku nanti dan ajaran islam yang terdapat dalam 

hadits tersebut memiliki keselarasan dalam pandangan mengenai tindak pidana korupsi.Keduanya menjadi 

pilar untuk menciptakan tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.Walaupun terdapat beberapa 

tantangan dalam pengaplikasiannya, seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah, akademisi, parktisi, 

pelajar, aktivis memiliki kewajiban untuk mematuhi, menegakkan, dan mengawasi penegakkan hukum 

tersebut agar berjalan efektif. 
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